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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  
 

 

 

Pembangunan kesehatan di Jawa Timur sebagai program berkelanjutan yang bertujuan 

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, selalu 

mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Jawa Timur. 

Mengacu pada RPJMD Jawa Timur serta Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka 

pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan 

daerah yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta dan 

pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi tingginya. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci 

sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun. 

Dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Perencana,  Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah dapat disusun. Selanjutnya 

diharapkan semua komponen Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan semua pihak yang 

berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat memanfaatkan Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan serta Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dan pedoman dalam 

merencanakan kegiatan. 

Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita 

sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya,      April 2014 

Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

dr. HARSONO 
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KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR 

Nomor : 4436/101.1/2014 

 

TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS 

DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019 

 

 
 

KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR 

 

 

MENIMBANG  : a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun 

Rencana Strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam 

periode 5 tahun. 

b. Bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah 

disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat 

program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan.  

c. Bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Propinsi Jawa Timur mengacu pada RPJMD 2014 - 2019, Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan, serta peraturan lain yang berlaku. 

 

  MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang-Undang   Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

5. Undang-Undang   Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

7. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

8. Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Propinsi Jawa Timur; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 

Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan. 

 

 

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR 

DINAS KESEHATAN  
Jl. Jend. A. Yani No. 118 Telp. 8280356 - 8280660 Fax (031) 8290423 Surabaya 60231 
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M E M U T U S K A N 

 

MENETAPKAN : 

PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tentang  

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019. 

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 sebagaimana 

terlampir dalam keputusan ini. 

KETIGA            :  Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua digunakan 

sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dalam penyelenggaraan 

program pembangunan kesehatan di Jawa Timur 

KEEMPAT :  Surat  Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapk an  dengan 

ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di 

kemudian hari  terdapat kekeliruan.  

  

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Surabaya 

 Tanggal :   2   Mei 2014 

   
KEPALA DINAS KESEHATAN  

PROPINSI JAWA TIMUR 
 

 

 

  Dr. HARSONO 

  Pembina Utama Muda 
NIP. 19560703 198312 1 001 
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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka 

mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014–2019 

adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi 

seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya 

dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan 

kesehatan selama kurun waktu  lima tahun kedepan. 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi 2014–2019 didasarkan 

pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014–2019, Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Kesehatan yaitu (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 

(b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kesehatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Jawa Timur  “Jawa Timur Lebih Sejahtera 

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, dengan Misi “Makin Mandiri 

dan Sejahtera bersama Wong Cilik”. Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 

Jatim juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan 

Nasional dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015-2019.   

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui satu 

proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas 
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Kesehatan, UPT dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku 

kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan 

kesehatan dari kabupaten/kota melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi  

yang mendalam dan berulang-ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan.   

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai 

sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang 

nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan 

kepada Gubernur Jawa Timur dan Masyarakat Jawa Timur. Disamping itu Renstra 

merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku 

pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron  

satu dengan lainnya didalam satu Visi Pembangunan Kesehatan Jawa Timur yaitu  

“Masyarakat Jawa Timur yang Mandiri untuk Hidup Sehat”.  

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 merupakan hasil 

analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang 

dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang 

penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring 

serta evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-nya. 

1.2. Landasan Hukum 

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun 

berdasarkan: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang   Nomor   25    Tahun    2004   tentang    Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN; 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005–2025; 

9. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  

11. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota; 

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/2008 tentang 

Juknis SPM; 

23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/2008 tentang 

Juknis Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007; 

24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014; 
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25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;  

26. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas    

Sekretariat,    Bidang,   Sub   Bagian   dan   Seksi   Dinas Kesehatan;  

27. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008 menjadi Peraturan Gubernur 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur. 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-

nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga 

tujuan pembangunan kesehatan Jawa Timur dapat terlaksana dengan sebaik-

baiknya. 

Adapun tujuan perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-nya 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah: 

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan 

kebutuhan daerah dibidang kesehatan. 

b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-

nya. 

c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan 

kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya. 

d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait 

berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

1.4. Sistematika  

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran 

RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Kesehatan, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan Renstra, 

maksud dan tujuan Renstra disusun serta sistematika penyusunan. 
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BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DAN 

UPT-NYA 

Memuat informasi tentang  tugas dan fungsi  Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT-

nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi serta 

menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian 

program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi dalam Renstra dan RPJMD 

sebelumnya. Dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi 

dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.  

 

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas 

Kesehatan Provinsi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, 

telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan isu-isu strategis.  

 

BAB IV :  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas 

Kesehatan.  

BAB V :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, pendanaan indikatif.  

BAB VI  :  INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG 

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur 

2014-2019. 

BAB VII  : PENUTUP 
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BBAABB  IIII  

GGAAMMBBAARRAANN  PPEELLAAYYAANNAANN  DDIINNAASS  KKEESSEEHHAATTAANN  PPRROOVVIINNSSII  JJAAWWAA  TTIIMMUURR    

DDAANN  UUPPTT--NNYYAA 

 

2. 1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala 

Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. 

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas  

Sekretariat,  Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan;  

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang 

kesehatan;   

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh: 

1. Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan 

masyarakat dan protokol. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan; 

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; 

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan; 

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 
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h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; 

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Sekretariat terdiri dari: 

1) Sub Bagian Tata Usaha;  

2) Sub Bagian Penyusunan Program; 

3) Sub Bagian Keuangan. 

 

2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis 

operasional, standar pelayanan, pedoman teknis, pembinaan, bimbingan dan 

pengendalian program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, rujukan 

dan khusus serta kesehatan keluarga. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan; 

b. Pengendalian kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta 

Kesehatan Keluarga; 

c. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan 

khusus serta kesehatan keluarga;  

d. Penyelenggaraan kebijaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, 

kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; 

e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program 

kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta 

kesehatan keluarga; 

f. Pelaksanaan fasilitasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan 

rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;  

g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kesehatan dasar dan 

penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; 

h. Pelaksanaan evaluasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan 

rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 

1) Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang 

2) Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus 

3) Seksi Kesehatan Keluarga 

 

3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan 

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan 

kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan 

pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan masalah 

kesehatan, surveilans epidemiologi, pemberantasan penyakit, penyehatan air 

serta penyehatan lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengendalian Penyakit dan 

Masalah Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian 

pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, 

kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; 

b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap program pencegahan, pengamatan, pemberantasan 

penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan 

lingkungan; 

c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit 

dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah 

dan bencana; 

d. Penilaian cepat kesehatan (Rapid Health Assesment) dan melakukan 

tindakan darurat di bidang pencegahan pemberantasan penyakit, masalah 

kesehatan dan penyehatan lingkungan; 

e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program 

pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, 

kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; 

f. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan 

penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan 

lingkungan; 
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g. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi 

profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak 

swasta program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, 

masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; 

h. Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan 

penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan 

lingkungan; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 

1) Seksi Pemberantasan Penyakit 

2) Seksi P3PMK (Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan 

Masalah Kesehatan) 

3) Seksi Penyehatan Lingkungan 

 

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan  

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan 

teknis operasional di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian 

dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, 

serta pembiayaan kesehatan; 

b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta 

pembiayaan kesehatan; 

c. Penyelenggaraan, pemantauan, pembinaan dan pengendalian program 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, 

kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan; 

d. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu; 
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e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta 

pembiayaan kesehatan; 

f. Penyiapan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor organisasi 

profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak 

swasta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan 

kesehatan; 

g. Pelaksanaan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta 

pembiayaan kesehatan; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 

1) Seksi P3SDMK (Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan) 

2) Seksi Farkalkes (Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan) 

3) Seksi Pembiayaan Kesehatan 

 

5. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan 

teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan 

pengendalian dalam kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan 

penelitian pengembangan kesehatan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian promosi 

kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi 

masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; 

b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta 

prosedur tetap pelayanan promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan 

penelitian pengembangan kesehatan; 
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c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi masyarakat; 

d. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program promosi 

kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi 

masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; 

e. Pelaksanaan fasilitasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan 

penelitian pengembangan kesehatan; 

f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program promosi kesehatan dan 

Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, 

sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; 

g. Pelaksanaan evaluasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan 

penelitian pengembangan kesehatan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 

1) Seksi Promosi Kesehatan 

2) Seksi Gizi 

3) Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan 

 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 118 

Tahun 2008 yang kemudian di ganti menjadi Peraturan Gubernur Nomor 8 

Tahun 2013 tentang UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur. Bahwa UPT Dinas 

Kesehatan Provinsi bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk 

penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas 

kesehatan dan pendidikan tertentu. Struktur organisasi UPT terdiri dari Kepala 

dan KTU.  

UPT Dinas Kesehatan  terdiri dari: 

1) Rumah Sakit Kusta Kediri  

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Rumah Sakit Kusta Kediri, mempunyai fungsi: 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit kusta; 

b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit kusta; 

c.    Pelayanan medis penyakit kusta; 
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d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; 

f.    Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan 

program; 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit kusta; 

i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

2) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Rumah Sakit Sumberglagah, Mojokerto, mempunyai fungsi: 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit kusta; 

b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit kusta; 

c. Pelayanan medis penyakit kusta; 

d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; 

f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan 

program; 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit kusta; 

i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

3) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun, mempunyai fungsi: 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; 

b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; 
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c. Pelayanan medis penyakit paru; 

d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; 

f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan 

program; 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; 

i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

4) Rumah Sakit Paru Jember  

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Jember, mempunyai fungsi:  

a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; 

b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; 

c. Pelayanan medis penyakit paru; 

d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; 

f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan 

program; 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; 

i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l.    Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

5) Rumah Sakit Paru Batu 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Batu, mempunyai fungsi: 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; 
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b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; 

c. Pelayanan medis penyakit paru; 

d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;  

f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan 

program; 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; 

i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

6) Rumah Sakit Paru Surabaya 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Surabaya, mempunyai fungsi: 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; 

b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; 

c. Pelayanan medis penyakit paru; 

d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; 

f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan 

program; 

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; 

i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

7) Balai  Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat, mempunyai fungsi: 



Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 15 

 

a. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program 

pemerintah berkaitan dengan kesehatan mata masyarakat yang 

ditugaskan kepada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, terutama 

program Pemberantasan Kebutaan Nasional (PGPK) serta program 

pendukungnya; 

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan mata masyarakat (promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik peorangan (UKP) maupun 

masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah 

kerjanya yaitu Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur; 

c. Pelaksanaan pelayanan rawat bedah dan rawat inap kesehatan mata 

dengan berorientasi pada komunitas dengan mempertimbangkan 

keterjangkauan biaya oleh masyarakat; 

d. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang 

kesehatan mata masyarakat; 

e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di 

bidang kesehatan mata masyarakat; 

f. Pelaksanaan kemitraan, sosialisasi, advokasi peningkatan program di 

bidang kesehatan mata masyarakat dengan segenap komponen 

masyarakat termasuk LSM dalam dan luar negeri dengan sasaran 

Kabupaten/Kota se-Jawa Timur; 

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan, 

kerumahtanggaan dan Kehumasan baik secara mandiri maupun di 

bawah koordinasi Dinas; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 

 

8) Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun  

a. Penyusunan rencana kegiatan balai pemberantasan dan pencegahan 

penyakit paru; 

b. Pengawasan dan pengendalian operasional  pemberantasan dan 

pencegahan penyakit paru; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis medis tuberculusa paru; 

d. Menyelenggarakan pelayanan medis masyarakat; 

e. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; 
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f. Penyelenggaan pelayanan dan asuhan keperawatan; 

g. Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberculusa 

paru; 

h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; 

i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

9) Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Balai Pemberantasan Penyakit Paru Pamekasan, 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan balai pemberantasan dan pencegahan 

penyakit paru; 

b. Pengawasan dan pengendalian operasional  pemberantasan dan 

pencegahan penyakit paru; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis medis tuberculusa paru; 

d. Menyelenggarakan pelayanan medis masyarakat; 

e. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; 

f. Penyelenggaan pelayanan dan asuhan keperawatan ; 

g. Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberculusa 

paru; 

h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; 

i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

10) UPT Materia Medika Batu  

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Materia Medika Batu, mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan pengelolaan pemanfaatan 

tanaman obat tradisional asli Indonesia ; 

b. Pelaksanaan penyuluhan tentang perkembangan pemanfaatan 

tanaman obat tradisional asli Indonesia.kepada masyarakat; 

c. Penyeleksi dan mengoleksi tanaman obat asli Indonesia; 
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d. Pelaksanaan pengembangan dan penelitian tanaman obat tradisional 

asli Indonesia menjadi bahan baku obat tradisional terstandarisasi; 

e. Pelaksanaan pembinaan wilayah bidang perkembangan pemanfaatan 

tanaman obat asli Indonesia di Jawa Timur; 

f. Pemantauan dan evaluasi perkembangan pemanfaatan tanaman obat 

asli Indonesia di Jawa Timur; 

g. Penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keuangan; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

11) UPT Akademi Gizi Surabaya 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Akademi Gizi Surabaya, mempunyai fungsi : 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Gizi Surabaya; 

b. Penyusunan rencana dan program UPT; 

c. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga kesehatan di bidang 

gizi; 

d. Pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat; 

e. Pelaksanaan penelitian di bidang gizi; 

f. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan ; 

g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi program; 

h. Penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keuangan; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

12) UPT Akademi Keperawatan Madiun 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Akademi Keperawatan Madiun, mempunyai fungsi : 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Keperawatan 

Madiun; 

b. Penyusunan rencana dan program UPT; 

c. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga keperawatan ; 

d. Pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat; 

e. Pelaksanaan penelitian di bidang keperawatan ; 

f. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan ; 
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g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi program; 

h. Penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keuangan; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

13) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang, 

mempunyai fungsi: 

a. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Pelatihan Kesehatan 

Masyarakat ; 

b. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pelatihan; 

c. Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat; 

d. Persiapan dan pengembangan daerah binaan dan daerah percontohan; 

e. Pelaksanaan tugas operasional pelatihan dan pemberian pelayanan 

dan administrasi dan penyedian sarana pelatihan; 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengembangan metode dan 

pelaporan pelatihan; 

g. Pelaksanaan pelayanan IPTEK kesehatan; 

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program pelatihan; 

i. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, ketatausahaan, 

kehumasan dan keuangan; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

Dengan ditetapkannya 12 UPT (kecuali UPT Balai Materia Medica) Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Unit Kerja maka 12 UPT tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan 

meliputi:   

a. pengelolaan pendapatan dan biaya 

b.  pengelolaan kas 

c.  pengelolaan utang 

d.  pengelolaan piutang 

e.  pengelolaan investas 

f.  pengelolaan barang dan/atau jasa 
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g.  penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban 

h. pengelolaan surplus dan defisit 

i.  kerjasama dengan pihak lain 

j.  memperkerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

k.  pengelolaan dana secara langsung 

l.  perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 
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KEPALA  DINAS KESEHATAN 

 

Bagan 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan  Provinsi Jawa Timur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSI PEMBIAYAAN 
KESEHATAN 

SEKSI FARKALKES 

BIDANG PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA KESEHATAN 

SEKSI PERENCANAAN, 
PENDAYAGUNAAN 

&PENGEMBANGAN SDM 
KESEHATAN 

 

SEKSI  
PROMOSI KESEHATAN 

SEKSI 

 GIZI 

BIDANG PENGEMBANGAN 
DAN PEMBERDAYAAN 
KESEHATAN MASYARAKAT 

SEKSI  
INFORMASI, 

PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

KESEHATAN 

SEKRETARIS 

SUBAG 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUBAG 
KEUANGAN 

SUBAG 
TATA USAHA 

SEKSI PENCEGAHAN, 
PENGAMATAN PENYAKIT 
DAN PENANGGULANGAN 
MASALAH KESEHATAN 

SEKSI  
PEMBERANTASAN 

PENYAKIT 

SEKSI  
PENYEHATAN 
LINGKUNGAN 

BIDANG PENGENDALIAN 
PENYAKIT DAN MASALAH 

KESEHATAN 

UPT 

SEKSI  
KESEHATAN RUJUKAN 

DAN  KHUSUS 

SEKSI  
KESEHATAN DASAR 

DAN PENUNJANG 

SEKSI 
 KESEHATAN 
KELUARGA 

BIDANG PELAYANAN 

KESEHATAN 
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2.2 Sumber Daya SKPD 

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Provinsi  

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTnya sampai tanggal 31 Maret 

pada tahun 2014 sebanyak 1218 orang, dengan uraian sebagai berikut : 

 
Tabel 2.1 

Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur  
berdasarkan Jabatan 

 
No. Jabatan Jumlah 
1 Struktural Eselon II 1 
2 Struktural Eselon III 5 
3 Struktural Eselon IV 15 
4 Fungsional :  
 1) Epidemiolog 2 
 2) Pranata Labkes 1 

5 Staf 342 
 Jumlah 366 

 
Tabel 2.2 

Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur  
berdasarkan Golongan 

 
No. Jabatan Jumlah 
1 Golongan IV 67 
2 Golongan III 235 
3 Golongan II 61 
4 Golongan I 3 
 Jumlah 366 

 
Tabel 2.3 

Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur 
berdasarkan tingkat Pendidikan 

 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 S2  
 Magister Kesehatan 42 
 Magister Psikologi 1 
 Sp.MPK 1 
 Sp.Ortodontist 1 
 Sp.Konservasi Gigi 1 
 Umum 18 


